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Penelitian ini dilatarbelakangi oleh ditemukannya masalah mengenai hak
dan kewajiban yang tidak dipenuhi oleh penggarap lahan perhutani di Desa
Tanggungunung Kecamatan Tanggungunung Kabupaten Tulungagung. Penggarap
melakukan alih fungsi lahan perhutani menjadi lahan pertanian jagung dan
tanaman palawija tentu hal tersebut tidak sesuai dengan hak dan kewajiban pasal
14 ayat (2) huruf ¢ dan ayat (3) huruf f dan g Peraturan Menteri Lingkungan
Hidup dan Kehutanan Nomor P. 39/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017 tentang
Perhutanan Sosial di Wilayah Kerja Perum Perhutani dan undang-undang Nomor
41 tahun 1999 tentang pemanfaatan hutan milik negara pasal 23. Peralihan fungsi
lahan yang di lakukan oleh penggarap tentu saja akan menyebabkan kerusakan
hutan dan bencana alam seperti halnya banjir dan tanah longsor.

Fokus penelitian ini adalah: 1) Bagaimana hak dan kewajiban hukum
penggarap terhadap peralihan fungsi lahan perhutani di Desa Tanggungunung
Kecamatan Tanggungunung Kabupaten Tulungagung, 2) Bagaimana hak dan
kewajiban hukum penggarap terhadap peralihan fungsi lahan perhutani di Desa
Tanggungunung Kecamatan Tanggungunung Kabupaten Tulungagung perspektif
hukum positif, 3) Bagaimana hak dan kewajiban hukum penggarap terhadap
peralihan fungsi lahan perhutani di Desa Tanggungunung Kecamatan
Tanggungunung Kabupaten Tulungagung perspektif hukum Islam.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan jenis
penelitian lapangan (field research). Teknik pengumpulan data yang digunakan
dalam penelitian adalah pengumpulan data dengan menggunakan data observasi,
wawancara mendalam dan juga dokumentasi. Sedangkan metode analisis data
yang digunakan model Miles and Huberman, yang dalam menganalisis data
meliputi: 1) kondensasi data, 2) penyajian data, 3) menarik kesimpulan. Teknik
pengecekan keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
triangulasi Teknik, triangulasi sumber, dan triangulasi waktu.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Pemanfaatan lahan perhutani
oleh penggarap di desa Tanggungunung Kecamatan Tanggungunung Kabupaten
Tulungagung tidak melakukan apa yang menjadi hak dan kewajiban sebagi
penggarap lahan pehutani, 2) Pelaksanaan pemanfaatan hutan di desa
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Tanggungunung belum sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup
Nomor P. 39/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017 Tentang perhutanan sosial di
wilayah Perum Perhutani pada pasal 14 tentang hak dan kewajiban Izin
pemanfatan hutan perhutanan sosial dan belum sesuai dengan Undang-Undang
nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan bahwa pemanfaatan hutan milik Negara
yang dikelola Perhutani harus tetap menjaga kelestarian hutan, 3) Pelaksanaan
perizinan pemanfaatan hutan di Desa Tanggungunung, Kecamatan
Tanggungunung, Kabupaten Tulungagung ditinjau menurut konsep ihya’ al-
mawaat diperbolehkan akan tetapi tidak menghilangkan fungsi dari tanah yang
dimanfaatkan.
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This research was motivated by the discovery of problems regarding rights
and obligations that were not fulfilled by cultivators of Perhutani land in the
Respondent Village, Responsibility District, Tulungagung Regency. Cultivator
converts the function of Perhutani land into agricultural land for corn and crops,
of course this is not in accordance with the rights and obligations of Article 14
paragraph (2) letter ¢ and paragraph (3) letter f and g of the Regulation of the
Minister of Environment and Forestry Number P. 39/
MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017 concerning Social Forestry in the Work Area
of Perum Perhutani and Law Number 41 of 1999 concerning utilization of state-
owned forests article 23. The conversion of land functions carried out by
cultivators will of course cause forest damage and natural disasters such as floods
and landslides.

The focus of this research is: 1) What are the legal rights and obligations of
the cultivators regarding the conversion of the function of perhutani land in the
Responsibilities Village, the Responsible District of Tulungagung Regency, 2)
What are the legal rights and obligations of the cultivators regarding the
conversion of the functions of the perhutani lands in the Responsibilities Village,
the Responsible District of Tulungagung Regency from a positive legal
perspective, 3) What are the legal rights and obligations of the cultivators
regarding the conversion of the function of Perhutani land in the Responsibility
Village, the Responsibility District, Tulungagung Regency from the perspective
of Islamic law.

This study uses quantitative research methods and types of field research
(field research). The data collection technique used in this research is data
collection using observation data, in-depth interviews and also documentation.
While the data analysis method used is the Miles and Huberman model, which in
analyzing the data includes: 1) data condensation, 2) data presentation, 3) drawing
conclusions. The techniques for checking the validity of the data used in this study
were technical triangulation, source triangulation, and time triangulation.

The results of this study Indicate that: 1) The use of perhutani land by
cultivators in the village of Responsibility in the Respondent Village,
Tulungagung Regency does not do what is the right and obligation as cultivators
of the pehutani land, 2) The implementation of forest utilization in the
Responsibility village is not in accordance with the Regulation of the Minister of
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Environment Number P 39/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017 Concerning social
forestry in the Perum Perhutani area in article 14 concerning the rights and
obligations of social forestry utilization permits and not in accordance with Law
number 41 of 1999 concerning Forestry that forest utilization belongs to The state
managed by Perhutani must continue to maintain forest sustainability, 3) The
implementation of forest utilization permits in the Respondent Village,
Responsibility District, Tulungagung Regency according to the concept of ihya’
al-mawaat is permissible but does not eliminate the function of the land being
utilized.
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